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ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Penerapan Sanksi Terhadap Pelakn Tindak Pidana
Kealpaan Dalam Kasus Kecelakaan Kereta Api”. Indonesia adalah Negara
Hukum, artinya segala tindakan yang dilakukan oleh setiap masyarakat Indonesia
harus berdasarkan hukum yang berlaku di Negara ini. Namun pada kenyataannya
masih banyak masyarakat Indonesia yang melanggar hukum dalan arti tidak
mematuhi hukum yang berlaku dan setiap perbuatan dalam kehidupan sehari-hari
manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia,
masyarakat bahkan negara. Maka adapun permauhhan dihadapi yaitu
bagaimana penerapan sanksi bagi pelaku tindak pidana kulpan dalam kasus
kecelakaan kereta api dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban PT. KAI terhadap
korban menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia. Adapun metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan masalah
yuridis normatif. Data yang digunakan berupa data sekunder, baik dengan bahan yang
bersifat premier, maupun tersicr. Berdasarkan hasil analisis penulis dengan metode
pendekatan penelitian perundang-undangan pada putusan No, 24/Pid B/2013/PN. ME,
yaitu menunjukan bahwa pelaku harus mempertanggungjawabkan atas kesalahan
sesuai dengan pasal yang berlaku yaitu pasal 359 KUHP dan 360 ayat (2) KUHP.
Terdakwayangubuknsecarasahdanmcyakmhnbusalahdengm
mempertimbangkan bahwa Hakim mcyalam perbuatan terdakwa dikarenakan
kelalaian dalam putusan Hakim 8 bulan penjara.

Kata Kunci: Tindak pidana, Kealpaan, Penerapan Samksi.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transportasi merupakan sarana yang sangat berperan dalam kehidupan
manusia sebagai alat untuk memudahkan dalam memindahkan orang atau
barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Oleh karena itu, transportasi
tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia karena keberadaan
transportasi mendukung keberlangsungan ekonomi, sosial budaya, politik
dan pertahanan keamanan.

Sarana transportasi menjadi faktor penting dalam mewujudkan proses
kelancaran penyelenggaraan perkembangan kota maupun daerah. Dalam
kehidupan bermasyarakat modern penciptaan alat ini saja telah memberi
pekerjaan bagi masyarakat, dengan bertambahnya alat transportasi,
pembangunan sarana juga semakin diperlukan. Semua ini bertujuan untuk
mempermudah manusia melakukan perjalanan.*

Angkutan kereta api merupakan kegiatan memindahkan orang dan
barang dari satu tempat ketempat lain dengan menggunakan sarana kereta
api. Kereta api adalah kendaraan dengan tenaga gerak, baik berjalan
sendiri maupun dirangkaikan dengan kendaraan lainnya, yang bergerak di

suatu jalan rel. Sarana angkutan kereta api adalah salah satu jenis angkutan

! Fidel Miro, Pengantar Sistem Transportasi, Erlangga, Jakarta, 2012. HIm 8



untuk mengangkut penumpang dan barang. Sarana ini mempunyai
kedudukan yang sangat penting di masyarakat, karena meupakan sarana
yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang pergerakan atau mobilitas
penduduk disuatu kota itu dalam rangka melangsungkan kegiatan
masyarakat sehari-hari.

Masalah transportasi yang selama ini muncul di antaranya adalah
kemacetan yang menghambat aktivitas sosial masyarakat, polusi udara
yang membahayakan kesehatan dan pemborosan bahan bakar minyak yang
apabila tidak diatasi akan mengancam pemenuhan kebutuhan manusia di
masa mendatang.

PT. Kereta Api Indonesia merupakan Badan Usaha Milik Negara yang
menyelenggarakan  jasa angkutan kereta api. Penyelenggaraan
perkeretaapian tersebut berupa penyelenggaraan prasarana perkeretaapian
dan sarana perkeretaapian. Penyelenggara prasarana perkeretaapian adalah
pihak yang menyelenggarakan prasarana perkeretaapian. Prasarana
perkeretaapian meliputi jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas
operasi kereta api. Penyelenggara sarana perkeretaapian adalah badan
usaha yang mengusahakan sarana perkeretaapian umum. Sarana
perkeretaapian meliputi lokomotif, kereta, gerbong dan peralatan khusus.®

Kereta api adalah sarana transportasi berupa kendaraan dengan tenaga
gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan kendaraan

lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di rel. Kereta api merupakan

2 Budi Hartono Susilo dan Dewi Rosyani, “Kinerja Operasi Kereta Api Baraya Geulis Rute
Bandung-Cicalengka”, Jurnal Transportasi, Vol.11 No.1
% Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pekeretaapian, Pasal 96



alat transportasi massal yang umumnya terdiri dari lokomotif (kendaraan
yang tenaga gerak yang berjalan sendiri) dan rangkaian kereta atau
gerbong (dirangkaikan dengan kendaraan lainnya). Rangkaian kereta atau
gerbong tersebut berukuran relatif luas sehingga mampu memuat
penumpang maupun barang dalam skala besar. Karena sifatnya sebagai
angkutan massal efektif, beberapa negara berusaha memanfaatkannya
secara maksimal sebagai alat transportasi utama angkutan darat baik di
dalam kota, antarkota, maupun antar negara.*

Kereta api di Indonesia sudah ada sejak tahun 1864 dan kalau dilihat
dari sisi lingkungan, kereta api adalah moda transportasi yang paling
hemat, malah 10x lipat lebih hemat energi dari pesawat terbang. Kereta api
bisa mengurangi lebih dari 70% bahan bakar yang diperlukan dan bisa
mengurangi sampai 80% polusi dibandingkan pesawat terbang.®

Perkeretaapian diselenggarakan dengan tujuan untuk memperlancar
perpindahan orang dan/atau barang secara massal dengan selamat, aman,
nyaman, cepat dan lancar, tepat, pendorong, dan penggerak pembangunan
nasional.®

Penyelenggara prasarana perkeretaapian adalah pihak yang

menyelenggarakan prasarana perkeretaapian, sedangkan penyelenggara

“ Dewa Ayu Nyoman Sriastuti. 2015, “Kereta Api Pilihan Utama Sebagai Moda Alternatif
Angkutan Umum Massal”, Paduraksa, Vol.4

®Ibid, him 29

6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, Pasal 3



sarana perkeretaapian adalah badan usaha yang mengusahakan sarana
perkeretaapian umum.’

Di dalam Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007
Tentang Perkeretaapian yang berbunyi : “Penyelenggara Prasarana
Perkeretaapian bertanggungjawab kepada Penyelenggara Sarana
Perkeretaapian dan pihak ketiga atas kerugian sebagai akibat kecelakaan

yang disebabkan kesalahan pengoperasian prasarana perkeretaapian.”

Sebagaimana diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007
Tentang Pekeretaapian Pasal 157 ayat (1) mengenai & pertanggungjawaban
terhadap pengguna jasa apabila terjadi kecelakaan, sebagai berikut:

1. Penyelenggara sarana perkeretaapian  bertanggungjawab
terhadap pengguna jasa yang mengalami kerugian, luka-luka
atau meninggal dunia yang disebabkan oleh pengoperasian
angkutan kereta api.

2. Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai
sejak pengguna jasa diangkut dari stasiun asal sampai stasiun
tujuan yang disepakati.

3. Tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihitung
berdasarkan kerugian yang nyata dialami.

Bentuk pertanggungjawaban adalah pemberian ganti rugi dan biaya
pengobatan bagi pengguna jasa yang luka-luka atau santunan bagi

pengguna jasa yang meninggal dunia.

"lbid, Pasal 1 angka 16 dan angka 17.
8Undang-Undang Nomor 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian, Pasal 157 ayat (1)



Dalam perkembangan teknologi Perkeretaapian di negara Indonesia,
masih sangat tertinggal dibanding negera-negara maju lainnya. Dari
ketertinggalan dalam pengembangan teknologi perkeretaapian ini sangat
berdampak pada faktor kenyamanan, keamanan serta keselamatan para
pengguna transportasi kereta api. Dengan berkembangnya Moda
Transportasi darat di Indonesia, tentunya akan menimbulkan
permasalahan. Permasalahan yang paling sering terjadi yaitu permasalahan
kasus kecelakaan lalu lintas yang ditimbulkan antara kereta api dengan
pengendara lain yang sering terjadi di perlintasan kereta api.®

Data kecelakaan perkeretaapian yang diinvestigasi KNKT tahun 2010-

2016 (Oktober 2016).
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Sumber :http://knkt.dephub.go.id/2016/Media-Release-KNKT

Tingginya angka kecelakaan kereta api di Indonesia merupakan
permasalahan yang belum bisa sepenuhnya diatasi oleh pihak PT. Kereta
Api Indonesia. PT. Kereta Api Indonesia harus segera memperbaiki
semua permasalahan yang menyebabkan kecelakaan Kkereta api di

Indonesia agar tidak terulang kembali.

°http://knkt.dephub.go.id/2016/Media-Release-KNKT. Diakses pada tanggal 4 mei 2019
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Dalam sebuah kecelakaan kereta api dapat ditimbulkan oleh beberapa
faktor seperti karena kesalahan jadwal pemberangkatan, dapat juga
disebabkan karena kelalaian oleh penjaga pintu perlintasan kereta api yang
tidak segera menutup pintu perlintasan kereta api dan bisa disebabkan oleh
pengendara yang lalai.

Hukum pidanal® merupakan hukum yang memuat peraturan-peraturan
mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggar yang diancam
dengan hukuman berupa siksa badan. Tindak pidana tidak hanya dapat
terjadi dengan adanya suatu kesengajaan dari pelaku tetapi juga terdapat
suatu tindak pidana yang terjadi karena adanya sikap yang kurang hati-
hati atau kealpaan dari si pelaku.

Kealpaan adalah bentuk yang lebih rendah derajatnya dari pada
kesengajaan. Tetapi dapat pula dikatakan bahwa kealpaan itu adalah
kebalikan dari kesengajaan, karena bilamana dalam kesengajaan, sesuatu
akibat yang timbul dari kehendak pelaku, maka dalam kealpaan, justru
akibat tidak dikehendaki, walaupun pelaku dapat memperkirakan
sebelumnya.

Dalam hukum Indonesia, hal seperti ini telah diatur secara tegas di
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Masalah-masalah
kealpaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dijelaskan pada
Bab XXI tentang menyebabkan orang lain meninggal atau Luka-luka

karena kealpaan (Pasal 359 s.d 361 KUHP), yaitu:

10 Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Pengantar llmu Hukum, PT. Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2014, him 8



Berdasarkan pada Pasal 359 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa
karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain diancam dengan
pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu
tahun.”!!

Pasal 360 ayat (1) KUHP yang berbunyi®? : “Barang siapa karena
kesalahannya (kealpaan) menyebabkan orang lain mendapatkan luka berat
diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan
palingan lama satu tahun.”

Pasal 360 ayat (2) KUHP yang berbunyi: “Barang siapa karena
kesalahannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian  rupa
sehingga menimbulkan penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan,
jabatan atau pencaharian selama waktu tertentu diancam dengan pidana
penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama
enam bulan atau pidana denda paling tinggi tiga ratus rupiah.”

Dalam hukum pidana, kealpaan disebut dengan Culpa. Culpa adalah
“kesalahan pada umumnya” tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum
mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak
pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati
sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.

Salah satu kasus kecelakaan yang menarik perhatian penulis dalam
perkara Tindak Pidana Kealpaan dalam kasus kecelakaan kereta api yang

mengakibatkan korban jiwa yang terjadi Pada tahun 2012 tepatnya pada

11 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 359
21hid, pasal 360 ayat (1) dan (2)



hari Minggu tanggal 19 Pebuari 2012 yang bertempat di KM. 336
Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim. Bahwa Rahmat
Aprillah Bin M. Suharya mempersiapkan persilangan di Stasiun Niru
dengan cara memerintahkan kepada terdakwa melalui telepon T untuk
melayani sinyal-sinyal dan sepur-sepur mengarah ke sepur satu sebagai
persiapan untuk menerima kedatangan kereta api BBR 36 dari stasiun
penimur tersebut.

Akan tetapi terdakwa tidak langsung melaksanakan perintah dari saksi
Rahmat Aprillah tersebut dikarenakan pada saat itu terdakwa tertidur dan
pada saat yang bersamaan terdakwa tidak mengetahui kalau kereta api
SCT 2A tidak berhenti di Stasiun Niru dan terus berangkat menuju ke
stasiun Penimur, ketika terdakwa terbangun baru terdakwa mengetahui ada
perintah dari PPKA setelah terdakwa melihat pesawat blok yang dalam
keadaan normal (tidak ada perintah) berwarna merah telah berubah
menjadi warna putih, setelah itu terdakwa melaksanakan perintah dari
saksi Rahmat Aprillah untuk melayani kereta api BBR 36 masuk sepur
satu, sehingga akibat dari kesalahan (kealpaan) dari terdakwa tersebut
terjadi tabrakan antara kereta api SCT 2A dengan kereta api BBR 36 di
KM 336 antara Stasiun Niru Muara Enim dengan Stasiun Penimur
Prabumulih yang mengakibatkan 4 (empat) orang meninggal dunia antara
lain dari kereta api SCT 2A yaitu Sunaidi sebagai Masinis dan Sajidin
sebagai Asisten masinis, sedangkan dari kereta api BBR 36 yaitu Jazwir

Zakaria selaku Masinis dan Ranggi selaku Asisten Masinis.



Bahwa terdakwa dalam waktu dan tempat yang telah diuraikan karena
kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain yaitu saksi Novi
Efrizal Binti Sairul Anwar dan saksi Andi Irawan Bin Asmuni mengalami
luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan
menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama waktu tertentu.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk
melakukan penelitian dan mengangkat Judul “PENERAPAN SANKSI
TERHADAP TINDAK PIDANA KEALPAAN DALAM KASUS
KECELAKAAN KERETA (Studi Putusan Nomor
24/Pid.B/2013/PN.ME) ”

B. Rumusan Masalah

Berdasairkan uraian latar belakang di atas, penulis memunculkan
rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana
kealpaan yang menyebabkan kematian orang lain?

2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban PT.KAI terhadap korban
dalam kasus kecelakaan kereta api menurut undang-undang yang
berlaku di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas, sehingga

dengan adanya tujuan tersebut dapat dicapai solusi atas masalah yang

dihadapi. Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:
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1. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana
kealpaan dalam kecelakaan kereta api yang menyebabkan kematian
orang lain.

2. Untuk mengetahui apakah PT.KAI dapat dipertanggungjawabkan
terhadap korban tindak pidana kealpaan dalam kecelakaan kereta api
menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian
Adapun yang menjadi manfaat dari penulisan skripsi ini adalah:

a. Secara teoritis
Kegunaan penulisan ini secara teoritis diharapkan menjadi bahan kajian

ilmu pengetahuan hukum, terutama di bidang ilmu hukum pidana, yaitu

hal-hal yang berkaitan dengan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku
tindak pidana kealpaan dalam kasus kecelakaan kereta api.
b. Secara Praktis
Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat berguna untuk memberi
informasi dan gambaran bagi pemerintah, aparat penegak hukum, dan
masyarakat mengenai penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak
pidana kealpaan dalam kasus kecelakaan kereta api.
E. Kerangka Teori
1. Teori Tindak Pidana
Istilah tindak pidana dalam bahasa belanda “starfbaar feit” atau
“delict”. Berikut pendapat beberapa sarjana mengenai tindak pidana,

yaitu:
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Menurut Moeljatno tindak pidana'® adalah perbuatan yang dilarang oleh
suatu aturan hukum larangan disertai ancaman yang berupa pidana
tertentu bagi siapa saja yang melanggar aturan tersebut.

Roeslan Saleh!* berpendapat bahwa tindak pidana merupakan suatu
perbuatan yang bertentangan dengan tata ketertiban yang dikehendaki oleh
hukum.

Menurut Van Hamel (starfbaar feit) adalah kelakuan orang yang
dirumuskan dalam wet yang bersifat melawan hukum juga patut dipidana
dan dilakukan dengan kesalahan.*®

Berdasarkan pendapat diatas dijelaskan bahwa perbuatan pidana
didapatkan adanya suatu kejadian tertentu serta adanya orang-orang yang
berbuat guna menimbulkan suatu akibat karena melanggar peraturan
perundang-undangan yang telah ada atau, dapat diartikan tindak pidana
merupakan perbuatan yang merugikan masyarakat sehingga pelaku tindak
pidana itu harus dikenakan sanksi hukum yang berupa pidana.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana harus didahului dengan penjelasan tentang

perbuatan pidana sebab seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban

pidana tanpa terlebih dahulu melakukan perbuatan pidana tidak adil, jika

13 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, him 2

14 Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Aksara Baru, Jakarta,
2003, him 53

15 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1983, him 56
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seseorang harus bertanggungjawab atas suatu tindakan sedangkan ia
sendiri tidak melakukan tindakan tersebut.®

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan
yang objektif yang ada pada perbuatan pidana secara subjektif yang ada
memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuataannya tersebut.’
Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar
dapat dipidana pembuat asas kesalahan ini berarti bahwa pembuat
perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam
melakukan perbuatan pidana tersebut, kapan seseorang dikatakan
mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. '8

Apabila perbuatan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan
pembenar atau peniadaan, sifat melawan hukum untuk dipidana yang
dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka
hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat di
pertanggungjawaban atas perbuatannya. Untuk dapat dicelanya perbuatan
seseorang pelaku tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur kesalahan
sebagai berikut:*®

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat artinya

keadaan jiwa pembuat tindak pidana harus normal;

16 Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar
dalam Hukum Pidana, Cetakan ketiga, Aksara Baru, Jakarta, 1983, him 20-23.

17 Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, him 156

18 Roeslan Saleh, Op cit, him 75

1 P.AT. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. PT. Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2001, him 25-27
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2. Adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya
yang berupa kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa);
3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada
alasan pemaat.
3. Teori Pemidanaan
Dalam hukum pidana, pemberian pidana atau pemidanaan dalam arti
kongkrit yaitu pada terjadinya perkara pidana bukanlah tujuan akhir.
Pidana sebenarnya merupakan sarana belaka untuk mewujudkan tujuan
hukum pidana. Tentang tujuan hukum pidana dapat disimak dari
pandangan Sudarto tentang fungsi hukum pidana. Fungsi umum hukum
pidana adalah mengatur hidup kemasyarakatan atau penyelenggaraan tata
dalam masyarakat. Sementara itu, fungsi khusus hukum pidana adalah
melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang hendak merugikannya
dengan menggunakan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam
dibanding dengan sanksi yang terdapat dalam bidang hukum lainnya.?
Dalam hukum pidana, yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan
terdapat beberapa teori, yaitu sebagai berikut:?!
a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (retributive/absolute)
Menurut Andi Hamzah, teori ini bersifat primitif, tetapi kadang-

kadang masih terasa pengaruhnya pada zaman modern.?

20 Sudarto, 1990, Hukum Pidana 1, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Universitas
Diponegoro, Semarang, him. 11-12.

2LAdami Chazawi, 2008, Hukum Pidana Bagian I, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, him.
157.

22Andi Hamzah, 1994, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, him. 29.
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Dasar pijakan teori ini adalah pembalasan. Negara berhak
menjatuhkan pidana, karena penjahat tersebut telah melakukan
penyerangan dan pemerkosaan pada hak dan kepentingan
hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi.
Tindakan pembalasan didalam penjatuhan pidana mempunyai
dua arah, yaitu:

1. Ditujukan pada penjahatnya.

2. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan
dendam dikalangan masyarakat (sudut subjektif dari
pembalasan).

Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa teori pembalasan ini
sebenarnya mengejar kepuasan hati, baik korban dan keluarganya
maupun masyarakat pada umumnya.

b. Teori Relatif atau Tujuan (doel theorien).

Teori ini berpokok pangkal pada dasarnya bahwa pidana adalah

alat untuk menegakkan tata tertib hukum dalam masyarakat.

Tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat dan untuk

menegakkan tata tertib itulah maka penerapan hukum pidana

sangat penting. Untuk mencapai ketertiban masyarakat tadi,
maka pidana itu mempunyai 3 (tiga) sifat, yaitu:

1. Bersifat menakut-nakuti (afsschrikking);

2. Bersifat memperbaiki (verbetering/reclas ering);

3. Bersifat membinasakan (onschadellijik maken).
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Teori ini memang sangat menekankan pada kemampuan
pemidanaan sebagai suatu upaya mencegah terjadinya kejahatan
(prevention of crime) khususnya bagi terpidana. Oleh karena itu,
implikasinya dalam praktik pelaksanaan pidana sering kali bersifat
out of control sehingga sering terjadi kasus-kasus penyiksaan
terpidana secara berlebihan oleh aparat dalam rangka menjadikan
terpidana jera untuk selanjutnya tidak melakukan kejahatan lagi.?®

F. Ruang Lingkup Penelitian
Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian hukum dalam
bidang hukum pidana dengan fokus mengenai Penerapan Sanksi Terhadap
Tindak Pidana Kealpaan Dalam Kasus Kecelakaan Kereta Api. Untuk
mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan menyeluruh mengenai
pembahasan skripsi ini, maka untuk itu penulis hanya membatasi pada
masalah Bagaimana penerapan sanksi pidana menurut Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia dan Bagaimana
pertanggungjawaban pidana pihak PT. Kereta Api Indonesia terhadap
peristiwa kecelakaan kereta api di pelintasan kereta api.
G. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:
1. Jenis penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah

penelitian hukum normatif. Penelitian normatif disini bermaksud

M. AbdulKholig, Af, Reformasi Sistem Pemasyarakatan Dalam Rangka Optimalisasi
Pencapaian Tujuan Pemidanaan, Jurnal Hukum, Vol. 6 No. 11, Tahun 1999
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permasalahan hukum yang menjadi obyek kajian dianalisis berdasarkan
pada sumber-sumber berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku,

teori-teori hukum dan pendapat para pakar hukum yang terkemuka.

. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan penulis saat penelitian
yaitu menggunakan pendekatan normatif. Pendekatan normatif yang
dilakukan dengan cara mempelajari perundang-undangan, teori-teori dan
sumber-sumber yang berhubungan dengan permasalahan serta
memecahkan suatu isu hukum melalui penelitian hukum memerlukan
pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun
argumen yang tepat.

Adapun jenis-jenis pendekatan yang digunakan pada tulisan ini yaitu
pendekatan perundang-undangan (statute apporch) dan pendekatan kasus
(case approch).

1) Pendekatan Perundang-undangan (statute apporch)
Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan
perundang-undangan  yang  bersangkut  paut  dengan
permasalahan yang sedang dihadapi.

2) Pendekatan kasus (case approch)
Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah kasus yang
berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi. Kasus-kasus
yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan

pengadilan berkekuatan hukum tetap.
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3. Sumber Bahan Hukum Penelitian

a. Bahan Hukum Primer Sumber bahan hukum yang didapatkan yaitu :

1)
2)

3)

4)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian;
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 24 Tahun 2015 Tentang
Standar Keselamatan Kereta Api; dan

Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor:

24/Pid.B/2013/PN.ME

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder sebagai pendukung dari data yang digunakan

dalam penelitian ini yaitu buku-buku yang ditulis para ahli hukum, jurnal

hukum, artikel, internet, dan sumber lainnya yang memiliki korelasi untuk

mendukung penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan yang akan memberikan penjelasan

guna menunjang bahan hukum primer maupun sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah

studi kepustakaan yakni melakukan penelusuran bahan-bahan hukum dengan

cara membaca, melihat, mendengarkan, maupun dilakukan penelurusan

dengan melalui internet.
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5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Setelah  memperoleh bahan-bahan hukum dari hasil penelitian
kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum yang
didapatkan dengan cara mengadakan sistematisasi terhadap bahan hukum
tertulis. Sistematis disini berarti membuat suatu klarifikasi terhadap bahan-
bahan hukum untuk mempermudah pekerjaan analitis dan kontruksi.?*
6. Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini kemudian
disusun dan dianalisis kualitatif yang selanjutnya data tersebut diuraikan
secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara
jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang diteliti.?®
7. Penarikan Kesimpulan

Hasil penelitian ini akan disimpulkan dengan metode penarikan
kesimpulan secara induktif. Metode ini penarikan kesimpulan yang didasarkan
pada fakta-fakta yang bersifat khusus yang kemudian ditarik suatu kesimpulan
yang bersifat umum guna menjawab permasalahan berdasarkan penelitian.2®

Penarikan kesimpulan yang digunakan penulis dilakukan dengan
menguraikan hasil interprestasi atas bahan-bahan hukum yang telah
disebutkan sebelumnya, dan di deskripsikan dalam kalimat yang sistematis
kemudian ditarik kesimpulan dari pertanyaan yang bersifat umum ke

pernyataan yang bersifat khusus. Dari hasil tersebut kemudian ditarik

24Sperjono Soekanto, 2007, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Ul Press, him.251.

B1bid, him.182.

%6 Bambang Marhijanto, 1995, Kamus Besar Bahasa Indonesia Populer, Jakarta, Bintang
Timur, him.86
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kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam
penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan
Penelitian ini akan diuraikan menjadi 4 (empat) Bab, Uraian bab-bab

tersebut antara lain:

BAB | : PENDAHULUAN, bab ini merupakan gambaran umum yang berisi
tentang latar belakang, rumusan masalah dan permasalahan yang akan
dibahas, tujuan penelitian, kerangka teoritis, manfaat penelitian, metode
penelitian, metode penarikan kesimpulan, teknik pengumpulan data,
sistematika penulisan.

BAB Il : TINJAUAN PUSTAKA, menguraikan tentang Tindak Pidana, Kealpaan,
Pemidanaan, Pertanggungjawaban Pidana, Sejarah dan Pengertian
Perkeretaapian di Indonesia.

BAB Il : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, menguraikan hasil
penelitian yaitu penerapan sanksi terhadap tindak pidana kealpaan dalam
kasus kecelakaan kereta api dan bentuk pertanggungjawaban pihak
PT.Kereta Api Indonesia dalam kasus kecelakaan kereta api.

BAB IV : PENUTUP, yang berisi kesimpulan dan saran.
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